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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara Etimologi, Bangsa  diartikan sebagai rakyat yang memiliki suatu 

kesadaran untuk membentuk suatu negara,  1 kata “bangsa” dalam Teks Proklamasi 

terdapat kata bangsa yaitu “atas nama bangsa Indonesia” selain itu kata “bangsa” 

juga terdapat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

pada asal 26 ayat  (1) menjelaskan bahwa : “Yang Menjadi Warga Negara ialah 

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan 

dengan undang-undang sebagai warganegara akan tetapi dari pasal tersebut secara 

tidak langsung memunculkan dua jenis warga negara yaitu warga negara Indonesia 

asli dan warga negara Indonesia dari bangsa lain. 

Secara umum warga negara Indonesia asli adalah seseorang yang mendapatkan 

kewarganegaraannya berdasarkan asas ius soli yang dimana seseorang 

mendapatkan status kewarganegaraannya berdasarkan tempat kelahirannya  

Seseorang yang dilahirkan di Indonesia maka orang tersebut akan menjadi warga 

negara Indonesia ,Warga negara Indonesia dari bangsa lain diartikan bahwa 

seseorang tersebut mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui proses 

naturalisasi atau penwarganegaraan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa : “Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang 

 
1 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2015 ,hlm 77. 
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asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui 

permohonan”.2 

Pernyataan diatas hanya menjawab secara mekanisme bagi seseorang untuk 

mendapatkan kewarganegaraan akan tetapi tidak menjawab pertanyaan mengenai 

siapa yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli tersebut. Menurut penjelasan 

dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen 

menjelaskan bahwa bangsa Indonesia asli  diartikan sebagai pribumi sedangkan 

yang dimaksud bangsa lainnya adalah Tionghoa Peranakan, Arab Peranakan dan 

Belanda Peranakan. Terdapat perubahan  mengenai istilah Indonesia Asli menurut 

penjelasan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang dimaksud 

orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang telah menerima warga 

negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan 

negara lain atas kehendak sendiri. 

Walaupun penjelasan mengenai siapa yang dimaksud sebagai Indonesia asli 

telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, akan tetapi  istilah 

Indonesia asli lebih identik dengan kelompok pribumi hal ini disebabkan selain 

adanya penyebutan istilah Indonesia asli sebagai kekukatan dari kelompok 

mayoritas di dalam dunia politik terdapat juga adanya pengaruh dari narasi sejarah 

yang memposisikan orang-orang Tionghoa hanyalah sekelompok etnis yang hanya 

mencari keuntungan sekaligus dianggap sebagai kaki tangan pemerintah Kolonial.  

 
2Republik  Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia, Tahun 2006 . Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran RI 

Nomor 4634. Sekretariat Negara. Jakarta. 
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Berdasarkan teori crypto-colonialism yang dari Michael Herzfeld bahwa 

komunitas peranakan-Eropa, Tionghoa dan Bumiputera Kolonial ini tetap dianggap 

sebagai orang yang diam-diam mendukung rezim kolonial oleh golongan 

Bumiputera Asli, 3 serta adanya anggapan yang menyatakan bahwa orang-orang 

Tionghoa tidak mungkin dilebur ke dalam masyarakat lain selain masyarakat 

Tionghoa itu sendiri.4 

Untuk mengatasi permasalahan mengenai adanya sentimen tersebut pada tahun 

1963 Kristoforus Sidhunatha yang didukung oleh pihak Angkatan darat dan tokoh 

– tokoh politik seperti Letkol Harsono, Mayor Ismail Hambali, Drs Radius Prawiro, 

Roeslan Abdulgani, dan Hary Tjan Silalahi , membentuk LPKB ( Lembaga 

Pembina Kesatuan Bangsa) salah satu kebijakan yang paling dikenal dari LPKB 

adalah kebijakan ganti nama dimana etnis Tionghoa diminta untuk menggunakan 

nama-nama yang berbau Indonesia.5  

Akan tetapi anjuran mengenai ganti nama itu sendiri telah ada sejak 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1959 

tentang Pelaksanaan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan RI-RRT  di Pasal 3 ayat 2 

yang menjelaskan: “orang yang menyatakan keterangan boleh menambah Namanya 

dengan nama lain yang dianggap nama Indonesia asli sebagai alias dengan tidak 

melanggar adat suatu daerah”. 6 

 
3Bambang Purwanto, Praktik Kewarganegaraan di Indonesia dalam Perspektif Historiografis. 

Yogyakarta: Ombak, 2019 ,hlm 33. 
4Onghokham, dan J. J. Rizal, Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa. Komunitas Bambu, 2005, 

hlm 28. 
5Dewi, Y. R. K, Asimilasi Versus Integrasi: Reaksi Kebijakan Ganti Nama Wni (Warga Negara 

Indonesia) Tionghoa 1959-1968. Avatara, 2013, hlm 6. 
6 Ibid.,hlm 7. 
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Pemerintah Orde Lama melihat bahwa ganti nama merupakan strategi jangka 

panjang untuk mencapai asimilasi atau pembauran dimana Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 1959 juga mendapatkan reaksi positif dari beberapa orang 

Tionghoa yang memiliki keinginan untuk mengganti namanya dengan alasan untuk 

menghilangkan segala hal yang berbau Tionghoa termasuk nama tiga suku kata 

sekaligus bukti kesetiaan terhadap Negara Indonesia.7 

Menurut Onghokham ganti nama merupakan cara untuk pembauran dari 

Tionghoa peranakan menjadi orang Indonesia asli,8 ganti nama pada etnis Tionghoa 

sudah terjadi sejak lama akibat adanya akulturasi antara budaya Tionghoa dan Jawa 

melalui perkawinan. Dari perkawinan tersebut anak mereka akan memiliki nama 

perpaduan antara budaya Jawa dan budaya Tionghoa seperti pada keluarga Han 

Hien Song terdapat perpaduan antara nama Tionghoa dan Jawa seperti Baba Sam , 

Baba Midun dan Raden Bagoes Han Soe Tik.9 Akan tetapi di dalam beberapa kasus 

terdapat orang Tionghoa yang mengganti namanya secara kesulurahan seperti 

kapiten Tan Djin Sing  menjadi Raden Tumenggung Setjodiningrat. 10 

Adanya reaksi positif dari beberapa orang Tionghoa mendorong pemerintah 

menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan Atau 

Penambahan Nama Keluarga untuk memfasilitasi keinginan untuk mengganti 

namanya, Kesempatan ini digunakan Tan Lion Houw yang merupakan pemain tim 

 
7 Ibid.,hlm 8. 
8 Ibid.,hlm 10.    
9 Onghokham, dan J. J. Rizal, Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa. Komunitas Bambu, 2005, 

hlm 8-9. 
10Ibid.,hlm 6. 
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nasional  Indonesia tahun 1950-an yang mengganti namanya menjadi Latief Tanoto 

sebelum perhelatan Asian Games di Jakarta tahun 1962.11 

Bagi orang-orang Tionghoa yang mendukung kebijakan Ganti Nama ini, 

menganggap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan Atau 

Penambahan Nama Keluarga merupakan kesempatan bagi orang-orang Tionghoa 

yang mau mengganti namanya dikarenakan pada masa kolonial Belanda untuk 

melakukan ganti nama memerlukan proses yang rumit dan lama dan kebanyakan 

permintaan ganti nama ditolak oleh pemerintah Kolonial Belanda. 

Pada tahun 1966, setelah transisi dari Orde Lama ke Orde Baru Presiden 

Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 1967 Tentang 

Kebijaksanaan Pokok Yang Menyangkut  Warga Negara Indonesia Keturunan 

Asing yang dimana pemerintah melakukan pembinaan terhadap Warga Negara 

Indonesia keturunan asing dengan proses asimilasi atau pembauran yang dimana 

pada Pasal 5 menjelaskan bahwa : “Warga Negara Indonesia keturunan asing yang 

masih memakai nama China di anjurkan mengganti nama dengan nama Indonesia 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku ”. 

Walaupun Kebijakan Ganti Nama hanyalah berupa anjuran akan tetapi kebijakan 

ini dianggap diskriminasi dikarenakan hanya ditujukan kepada orang-orang 

Tionghoa dikarenakan adanya pidato dari Menteri Sosial Moeljadi Djojomartomo 

pada tahun 1960 yang meminta orang Tionghoa  mengganti Namanya agar sesuai 

dengan statusnya sebagai warganegara Republik Indonesia seperti dari nama Tan 

menjadi Tanoto atau Ong menjadi Onggowarsito dari pernyataan inilah 

 
11 Junus, Jahja. Ganti nama. Yayasan Tunas Bangsa, 1978.hlm 30. 
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menimbulkan kesan bahwa kebijakan tersebut bersifat diskriminatif bagi orang-

orang Tionghoa.12 

Sementara itu  ganti nama memiliki keterkaitan dengan hal Surat Bukti 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)  yang menyertakan keterangan 

ganti nama sehingga orang-orang Tionghoa yang tidak mau mengganti namanya 

akan mengalami kesulitan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan 

permasalahan administrasi seperti dalam pembuatan KTP, Paspor dan lain-lain 

akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut sudah tidak ada lagi pada saat ini di 

karenakan pada tahun 1996 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 56 

Tahun 1996 yang menghapuskan kewajiban untuk memiliki SBKRI dan Intruksi 

Presiden Nomor 4 Tahun 1999 yang secara tegas mencabut SBKRI. 

SBKRI itu sendiri telah dicabut tetapi pada kenyataannya orang-orang Tionghoa 

yang masih memakai nama Tionghoanya tetap mengalami diskriminasi dan 

dianggap sebagai Warga Negara Asing seperti yang dikutip dari website hukum 

online , dimana pada tahun 2014 ada seseorang yang mengaku bahwa orang tuanya 

walaupun telah memiliki KTP dan telah tinggall lama di wilayah Bogor  dalam 

mengurus hal-hal yang terkait dengan permasalahan administrasi selalu mengalami 

kesulitan dikarenakan orangtuanya kerap kali dianggap sebagai warga negara asing 

karena memiliki nama Tionghoa sehingga menimbulkan kesan bahwa “Kebijakan 

Ganti Nama” yang awalnya memiliki tujuan untuk mewujudkan pembauran antara 

orang Tionghoa dan orang Pribumi dianggap gagal dan kebijakan ini diskriminasi 

terhadap orang-orang Tionghoa. 

 
12 Ibid.,hlm 5.  
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Akan tetapi hal yang perlu diingat adalah Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 

1967 Tentang Kebijaksanaan Pokok Yang Menyangkut  Warga Negara Indonesia 

Keturunan Asing dikeluarkan setelah peristiwa Gerakan 30 September yang 

menyudutkan orang-orang Tionghoa sebagai mata-mata dari Partai Komunis China 

sehingga memerlukan proses pembauran atau asimilasi sehingga menghilangkan 

prasangka yang menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa tidak mungkin dilebur 

ke dalam masyarakat  selain suku Tionghoa itu sendiri. 

Kebijakan Ganti Nama itu sendiri dianggap berhasil untuk membuktikan  bahwa 

orang-orang Tionghoa itu merupakan satu kesatuan dari bangsa Indonesia itu 

sendiri dan juga sebagai alat yang mempermudah untuk membedakan antara warga 

negara Indonesia keturunan Tionghoa dan  Warga Negara Asing China , selain 

Indonesia Negara Thailand juga mewajibkan Warga Negara Thailand yang 

Keturunan Tionghoa untuk mengganti Namanya dengan nama Thailand. 

Dengan kata lain negara diperbolehkan untuk mengambil kebijakan yang 

bersifat diskriminasi asalkan memiliki tujuan yang jelas yang dimana tindakan ini 

disebut sebagai “affirmative action” yang memiliki tujuan untuk mengapuskan 

diskriminasi yang bisa menghambat pemenuhan Hak Asasi Manusia dan kebijakan 

ini harus dihapuskan apabila telah mencapai tujuannya, 13contoh dari “affirmative 

action” adalah adanya pemberian kuota untuk suara perempuan di parlemen yang 

dimana partai politik harus mencalonkan 30% kandidat perempuan sebagai syarat 

untuk bisa mengikuti Pemilihan Legislatif. 

 
13 Hesti Armiwulan, Diskriminasi rasial dalam hukum HAM: studi tentang diskriminasi terhadap 

etnis Tionghoa. Genta Publishing, 2013.hlm.34-35. 
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Akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang sekarang Kebijakan Ganti Nama 

tersebut bersifat diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa dikarenakan menurut 

Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 I yang menjelaskan bahwa : “Setiap orang 

bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, 

yang dimana kebijakan itu hanya ditujukan kepada orang Tionghoa itu sendiri tidak 

kepada Bangsa Timur lainnya. 

Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah “Kebijakan Ganti Nama” merupakan 

tindakan “affirmative action” atau diskriminasi yang dibenarkan untuk 

mewujudkan pembauran atau asimilasi di orang-orang Tionghoa sebagai penegasan 

terhadap kedudukan orang Tionghoa sebagai Warganegara Indonesia atau 

“Kebijakan Ganti Nama” itu malah menimbulkan diskriminasi yang merugikan 

orang-orang Tionghoa sebagai Warga Negara Indonesia dikarenakan orang-orang 

Tionghoa tidak dapat memakai nama Tionghoa sebagai unsur identitas budayanya 

yang dimana Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menjelaskan : “Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum.”, Oleh karena itu , berdasarkan 

permasalahan di atas penulis memutuskan untuk menulis judul skripsi dengan judul 

KEBIJAKAN GANTI NAMA BAGI SUKU TIONGHOA OLEH 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat 

diambil perumusan masalah sebagai berikut 

1. Apa yang menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan anjuran ganti nama bagi 

suku Tionghoa oleh pemerintah Republik Indonesia ? 

2. Apakah Kebijakan Ganti Nama tersebut merupakan “affirmative action” atau 

bentuk diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut 

1. Mengetahui Apa yang menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan anjuran ganti 

nama bagi suku Tionghoa oleh pemerintah Republik Indonesia 

2. Mengetahui apakah Apakah Kebijakan Ganti Nama tersebut merupakan 

“affirmative action” atau bentuk diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa

  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara umum yang dapat di ambil dalam penulisan skripsi ini 

terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu 

1. Secara Teoritis 

a) Manfaat dari kepenulisan ini untuk mengembangkan ilmu bagi penulis 

dalam hal mengkaji lebih tuntas mengenai permasalahan yang dialami 

etnis Tionghoa dalam mempertahankan kebudayaannya mengenai 

penggunaan nama Tionghoa yang dibatasi oleh kebijakan ganti nama. 



10 
 

 
 

b) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan akan sejarah 

etnis Tionghoa di Indonesia. 

c) Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan 

dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang  

bersangkutan. 

2. Secara Praktis 

Penulisan ini diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan sekaligus inspirasi 

bagi penulis lainnya dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan 

hukum yang terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap 

keberlangsungan hak-hak warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian dari Judul “Kebijakan Ganti Nama bagi etnis Tionghoa 

oleh Pemerintah Republik Indonesia” meliputi apa yang menjadi dasar bagi 

pemerintah Republik Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan tersebut , seperti 

yang diketahui terdapat tiga aturan yang terkait dengan kebijakan ganti nama 

tersebut yang diawali oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 1959 tentang Pelaksanaan perjanjian dwi kewarganegaraan, Keputusan 

Presidium Kabinet No 127/KEP/12/1966 dan Keputusan Presiden Nomor 240 

Tahun 1967 . 
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F. Kerangka Teori  

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang 

memiliki keterkaitan dengan permasalahan ini. 

1. Kebebasan 

 Imanuel Kant berpendapat bahwa di dalam kontrak sosial, manusia sebagai 

individu memiliki kecendrungan untuk memperjuangkan kemerdekaan yang 

mereka miliki yang dimana pelaksanaan kebebasan tersebut tentunya tidak boleh 

merugikan orang lain sehingga dengan adanya kebebasan tersebut akan membuat 

manusia tersebut setara dengan manusia lainnya hal ini disebut sebagai kesetaraan 

alamiah , kesetaraan alamiah dan kebebasan hanya dapat terwujud apabila terdapat 

suatu pengaturan yang akan menciptakan suatu masyarakat politik yang etis.14 

Oleh karena itu menurut Imanuel Kant menyatakan negara sebagai pemegang 

kedaulatan  (sovereign) harus menjamin kedudukan hukum individu yang dimana 

sebagai warga negara setiap individu memiliki kedudukan yang sama dan tidak 

boleh diperlakukan secara sewenang-wenang yang dimana hukum dan negara harus 

menjamin kebebasan semua individu yang bebas dan otonom dari kontrol hukum 

yang berbasis pada moral ataupun religious, dengan kata lain semua aturan hukum 

yang dibuat haruslah bersifat universal  sebab jika di dalam suatu masyarakat 

majemuk masing-masing kelompok hanya mengakui kebenaran absolut agama, 

moralitas atau kulturnya, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadi 

kekacauan dan konflik. 

 
14 Althien John Pesurnay, Kontrak Sosial menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan 

Penegakan HAM di Indonesia. Jurnal Filsafat, volume 31,nomor 2 ,2021,hlm 209 
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Teori Kebebasan memiliki keterkaitan dengan kebijakan “ganti nama” yang 

akan diteliti oleh penulis yang dimana kebijakan ini merupakan salah satu upaya 

untuk mempercepat proses asimilasi antara etnis Tionghoa dengan etnis pribumi 

akan tetapi kebijakan “Ganti Nama” tersebut malah menimbulkan suatu 

permasalahan yang dimana negara secara tidak langsung memaksa orang-orang dari 

suku Tionghoa untuk memakai budaya dari suku Pribumi yang dimana negara 

terkesan hanya mengakaui kebenaran dari aspek budaya dari suatu kelompok yang 

mengakibatkan terjadinya diskriminasi bagi orang-orang  Tionghoa. 

2. Kesetaraan 

Prinsip kesetaraan memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep 

kebebasan dan keadilan yang dimana ide dari kesetaraan dapat diartikan sebagai 

bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum sehingga tidak 

ada produk hukum yang hanya berlaku bagi beberapa orang dikarenakan ia 

menganut agama, ras, jenis kelamin atau kebangsaan tertentu. Kesetaraan atau yang 

disebut juga sebagai “Persamaan dalam Hukum”. Menurut John Rawls kesetaraan 

dapat diartikan sebagai tidak diperbolehkannya seseorang untuk dicabut haknya 

dikarenakan ia menganut agama, ras, jenis kelamin atau kebangsaan tertentu yang 

dimana semua orang memiliki kesamaan di hadapan hukum.15 

 Dimana dalam rangka melaksanakan persamaan ini segala sikap dan tindakan 

diskriminatif dalam bentuk apapun dilarang terkecuali ‘Affirmatife Actions’ tujuan 

dari ‘Affirmatife Actions’ adalah langkah untuk memastikan bahwa setiap orang 

 
15Hesti Armiwulan, Diskriminasi rasial dalam hukum HAM: studi tentang diskriminasi terhadap 

etnis Tionghoa. Genta Publishing, 2013.hlm.85 
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dapat memperoleh kesempatan atau peluang yang sama bagi kelompok masyarakat 

atau kelas-kelas tertentu dan sebagai Langkah untuk mengapuskan diskriminasi 

yang bisa menghambat pemenuhan Hak Asasi Manusia.16 

Akan tetapi ‘Affirmatife Actions’ harus dilakukan dengan memiliki argumentasi 

atau alasan pembenaran yang obyektif dan masuk akal karena apabila tindakan 

‘Affirmatife Actions’ tersebut memiliki alasan yang tidak jelas negara telah 

melakukan perbuatan yang tidak adil dan melanggar prinsip kesetaraan dan apabila 

tindakan ini telah berhasil mencapai tujuannya maka tindakan afirmatif ini harus 

segera dihapuskan.17 

Apabila teori ini dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis 

timbul suatu pertanyaan “ apakah kebijakan ganti nama bagi orang-orang Tionghoa 

merupakan “affirmative action” ? ” yang dimana sebelum  dikeluarkannya 

Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 Tentang Kebijaksanaan Pokok Yang 

Menyangkut  Warga Negara Indonesia Keturunan Asing  terjadi peristiwa Gerakan 

30 September tahun 1965 yang kemudian menyudutkan orang-orang Tionghoa 

sebagai mata-mata dari Partai Komunis China, sehingga dengan adanya pengantian 

nama tersebut diharapkan mampu menghilangkan prasangka tersebut sekaligus 

mencegah terbentuknya eklusivisme rasial pada orang-orang Tionghoa  agar 

terwujudnya asimilasi. 

 

 
16Jimly Asshidiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Cetakan Pertama, Jakarta, 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005. hlm.128. 
17 Ibid., hlm.34-35. 
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Disisi lain kebijakan ganti nama ini hanya berlaku untuk Warganegara Indonesia 

keturunan Tionghoa saja tidak berlaku kepada Warga Negara Indonesia Keturunan 

dari Bangsa Lainnya dan dianggap sebagai proses “Pen-Indonesian” bagi orang 

Tionghoa yang dimana kebijakan ini muncul dikarenakan adanya anggapan bahwa 

suku Tionghoa enggan berbaur dengan suku lainnya sehingga diperlukannya 

campur tangan pemerintah untuk mempercepat proses asimilasi atau pembauran 

tersebut. Walaupun ganti nama hanya bersifat anjuran akan tetapi selama Orde Baru 

kebijakan ganti nama dijadikan sebagai pembuktian nasionalisme terhadap 

Indonesia sehingga memaksa orang-orang Tionghoa untuk mengganti namanya. 

3. Keadilan 

Terdapat suatu pandangan yang menyatakan bahwa hukum itu harus 

digabungkan dengan keadilan dikarenakan hakikat hukum itu sendiri adalah 

membawa aturan yang adil di dalam masyarakat sehingga hukum itu harus 

mengandung suatu unsur keadilan yang diharapkan akan mengatur segala perilaku 

atau keadaan manusia yang mencerminkan rasa keadilan.18 

Di dalam masyarakat utilitarianistik konsep keadilan dipandang sebagai suatu 

keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara 

sama rata akan tetapi menurut John Rawls kebaikan dan kebahagiaan secara merata 

tersebut tidak boleh menganggu setiap rasa keadilan dari setiap orang yang telah 

memperoleh rasa keadilan tersebut. Keadilan pada umumnya didasarkan kontrak 

sosial yang dimana John Rawls memposisikan semua orang memiliki posisi yang 

 
18Subhan, Amin. Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap masyarakat. El-Afkar: 

Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, 2019.hlm 1. 
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sama sehingga dalam melakukan kesepakatan semua pihak dalam posisi yang 

seimbang dan tidak ada yang ajuh lebih tinggi.19 

Keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial 

tersebut akan tercapai apabila kebutuhan sosialnya terpenuhi namun tidak dapat 

dihindari bahwa keinginan seseorang tersebut akan menimbulkan pertentangan 

dengan keinginan orang lainnya, sehingga keadilan dapat diartikan sebagai 

pemenuhan keinginan orang sebanyak-banyaknya dan menimbulkan suatu 

pertanyaan “sampai mana batasan tingkat pemenuhan terssebut sehingga layak 

disebut keadilan ? jawaban dari pertanyaan tersebut adanya suatu pembenaran nilai 

(a judgement of value) yang dinyatakan sebagai suatu tujuan yang selalu ditentukan 

oleh faktor emosional.20 

Pada dasarnya setiap sistem moral dan ide keadilan merupakan produk 

masyarakat yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi masyarakatnya yang 

terbagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, profesi dan sebagainya, yang 

berbeda-beda maka terdapat berbagai ide keadilan , oleh karena itu hukum 

memandang keadilan sebagai suatu kompromi antara kepentingan yang 

bertentangan.. 21 Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas yang dimana suatu 

aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut 

harus diaplikasikan, Keadilkan dalam arti legalitas dapat  diartikan menilai suatu 

 
19 Hesti Armiwulan. Op.cit., hlmhala 101. 
20Jimly, Asshiddiqie; Muchamad Ali, Safa'at. teori Hans Kelsen tentang hukum. Mahkamah 

Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006.hlm 17. 
21 Ibid.,hlm 18. 
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tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang merupakan bagian 

dari hukum positif .22 

4. Kebijakan  

Menurut Thomas Dye apabila  dilihat sebagai suatu konsep maka Kebijakan 

Publik dapat diartikan sebagai respon dari pemerintah untuk melakukan sesuatu 

atau tidak melakukan sesuatu terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat 

walaupun terdapat perbedaan pendapat akan tetapi para ahli sepakat bahwa 

kebijakan publik merupakan produk dari pemerintah sebagai pedoman atau arahan 

yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan 

dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat atau negara.23 

Dalam pembuatan kebijakan publik harus berdasarkan hukum karena menurut 

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 menjelaskan 

bahwa “ Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” dengan adanya dasar hukum 

yang dimiliki oleh suatu kebijakan akan memberikan suatu keabsahan dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut selain itu adanya dasar hukum merupakan bentuk 

perlindungan di dalam hukum administrasi negara.24 

Hubungan antara teori kebijakan ini dengan permasalahan kebijakan ganti nama 

tersebut adalah adanya asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of 

motivation) yang dimana pemerintah suatu keputusan pemerintah harus memiliki 

alasan, alasan dikeluarkannya kebijakan ganti nama bagi etnis Tionghoa yang diatur 

oleh Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 untuk mendorong proses 

 
22 Ibid.,hlm 21. 
23 Sahya, Anggara. Kebijakan publik. 2014.hlm 14. 
24 Ni Ketut Tri, Srilaksmi. Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. Pariksa, 2020,hlm 30 . 
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pembauran atau asimilasi bagi etnis Tionghoa melalui ganti nama sehingga 

menghilangkan eklusivisme rasial dan dianggap sebagai “affirmative action” pada 

saat itu. 

Akan tetapi disisi lain apabila dilihat melalui asas perlindungan terhadap 

pandangan atau cara hidup, kebijakan ganti nama menimbulkan diskriminasi bagi 

orang-orang Tionghoa walaupun hanya bersifat anjuran akan tetapi bagi orang-

orang Tionghoa yang tidak mau mengganti namanya akan mengalami kesulitan di 

bidang administrasi dan dianggap tidak loyal kepada Negara Republik Indonesia. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara – cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, 

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan 

tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan 

dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif 

yang dimana metode ini kerap disebut sebagai penelitian kepustakaan atau literature 

research, penelitian normatif dapat digunakan untuk mengkaji aturan-aturan 

perundangan baik ditinjau secara hierarki perundang-undangan maupun melalui 

hubungan perundang-undangan.25 

 

 
25 I Gusti Ketut Ariawan, Metode Penelitian Hukum Normatif, Kertha Widya,2013,hlm 2. 
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2. Pendekatan Penelitian 

a) Pendekatan Undang-Undang (Statute Approuch) 

Suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan apakah 

permasalahan tersebut bertentangan dengan suatu undang-undang sehingga 

penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dari Keputusan Presiden 

nomor 240 tahun 1967 Tentang Kebijaksanaan Pokok Yang Menyangkut 

Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, dan menentukan apakah Kepres 

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945.26 

b) Pendekatan Sejarah (Historical  Approuch) 

Pendekatan ini dilakukan untuk menelusuri aturan hukum yang dibuat di 

masa lampau baik yang ditulis ataupun tidak tertulis yang masih memiliki 

relevansi dengan masa kini  sehingga dapat mempelajari latar belakang dan 

perkembangan dari suatu aturan tersebut. Pendekatan sejarah digunakan 

peneliti untuk mempelajari apa yang melatar belakangi dikeluarkannya 

kebijakan “Ganti Nama” yang dimulai dari Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan perjanjian dwi 

kewarganegaraan RI-RRT sampai dikeluarkannya Keputusan Presiden 

nomor 240 tahun 1967 Tentang Kebijaksanaan Pokok Yang Menyangkut 

Warga Negara Indonesia Keturunan Asing.27 

 

 
26 Bachtiar, B. Metode Penelitian Hukum. 2019.Hlm 82 
27 Ibid.,hlm 83. 
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c) Pendekatan Konseptual (Conseptual Approuch) 

Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti tersebut diperoleh melalui 

kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang memberi berbagai 

informasi tentang konsep  yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-

artikel hukum dan ensiklopedi hukum Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, “peneliti akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang 

dihadapi.28 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

a) Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1959 tentang 

Pelaksanaan perjanjian dwi kewarganegaraan RI-RRT. 

3) Keputusan Presidium Kabinet No 127/KEP/12/1966. 

4) Keputusan Presiden nomor 240 tahun 1967 Tentang Kebijaksanaan 

Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing. 

5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. 

 

 

 

 
28 Ibid.,hlm 84. 
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b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan suatu 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bisa berupa 

buku, jurnal , laporan, media cetak maupun media elektronik.29 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi 

bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan permasalahan yang sedang diteliti sedangkan pengumpulan bahan baku 

sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi Pustaka terhadap hasil-hasil 

penelitian ,literatur,makalah dan artikel baik yang berkaitan dengan hukum 

ataupun non-hukum.30 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam menganalisis bahan hukum peneliti terlebih dahulu melakukan 

identifikasi data dengan cara menganalisis fakta-fakta baik yang berupa 

peristiwa , perbuatan atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum 

yang kemudian peneliti menafsirkan fakta-fakta tersebut dengan cara melihat 

indikator perilaku yang dilarang, dibolehkan ataupun yang dilarang yang 

sebagaimana telah dirumuskan didalam undang-undang dan setelah menemukan 

norma konkrit yang dilakukan selanjutnya adalah melihat penerapan norma 

tersebut pada fakta hukum.31 

 

 
29 Ibid.,hlm 5. 
30 Ibid.,hlm 135. 
31 Ibid.,hlm 166-168. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penulis dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode 

deduktif , dengan cara melihat fakta dari kebenaran yang bersifat umum, 

kemudian kebenaran tersebut digunakan untuk melihat fenomena atau hal yang 

sifatnya khusus. 
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